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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PELAPORAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan 
terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 
gratifikasi, perlu diatur pelaporan gratifikasi di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
141); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 
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  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1); 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di 
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

2. Pegawai Negeri adalah meliputi : 
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tentang Kepegawaian; 
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana; 

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau 
daerah; 

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
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